
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI TEMANGGUNG 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR;(' r TAHUN 2013 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATITEMANGGUNG, 

: a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 116 ayat (4) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaam Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah, BLUD mengembangkan dan menerapkan 
sistem akuntansi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf, a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung; 

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 



. ' 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kal i diubah trakhi r 
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Kuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); , .. 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. tentang Kesehatan 
(Lembaran . Negara Republik I11donesia Tahun 2009 Nomor 
153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5072); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten / Kata (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan tentang 
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah seQagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Presiden Nomor 70 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 Peraturan tentang Pengadaan Barang/jasa 
Pemerintah ; 



Menetapkan 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Temanggung (Serita Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2008 Nomor 17); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun _ 2011 tentang Perubahan 
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Umum Daerah;'· · 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang 
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sadan Layanan 
Umum. 

MEMUTUSKAN 

: PERATURAN SUPATI TENTANG KESIJAKAN AKUNTANSI SADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
KASUPATEN TEMANGGUNG 

Pasal 1 

Kebijakan akuntansi Umum SLUD terdiri dari : 
a. Kebijakan umum Akuntansi ; 
b. Kebijakan Keuangan SLUD RSUD Kabupaten Temanggung; 
c. Penyajian Laporan Keuangan; 
d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan; 

'--- e. Kebijakan Akuntansi Siaya; 
f. Kebijakan Akuntansi Aset; 
g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; dan 
h. Kebijakan Akuntansi Ekuitas. 

Pasal 2 

Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana 
tersebut dalam lampiran Peraturan Supati ini yang merupakan kesatuan serta bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 



Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. 

Diundangkan di Temanggung 
Pada tanggal 2.s-- -jvrn I c;zoa 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

BAMBANG AROCHMAN 

Ditetapkan di Temanggung 
p,ada tanggal ;z__ ~ v'cm1_2013 

BUPATI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR :J..__ 'f 



a. Ekuitas terikat permanen disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca 

sebesar saldonya. 

b. Hal-hat yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain 

sebagai berikut: 

i. Rincian jumlah ekuitas terikat permanen berdasarkan jenisnya; 

ii. lnformasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat permanen. 

BUPATI 

HASY 


